KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 334/PL.02.2-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VIII /2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL NOMOR 327 /PL.02.2-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VIII /2020
TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK

ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI BANTUL TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang

a.

bahwa untuk menyesuaikan ketentuan dalam
Keputusan  Komisi Pemilihan Umum  Nomor
394/PL.02.2 Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman
Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan
Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian
Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta
untuk menyesuaikan beberapa dasar hukum pada
bagian Mengingat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bantul Nomor 327 /PL.02.2-
Kpt/02/3402/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan
Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Bantul Tahun 2020, perlu dilakukan
perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bantul Nomor 327 /PL.02.2-
Kpt/02/3402/KPU-Kab/VIII/2020 dimaksud;



Mengingat

50w

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bantul Nomor 327/PL.02.2-
Kpt/02/3402/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan
Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 827);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
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2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali
Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa
Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
S9);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
159);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita



.

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 716);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
987/PL.01.8 Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan
Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8
Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan atas
Keputusan  Komisi  Pemilihan Umum  Nomor
987/PL.01.8 Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
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Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Keputusan  Komisi  Pemilihan Umum  Nomor
394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII /2020 tentang Pedoman
Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan
Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian
Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
Nomor 268/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VII/2019
tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019
tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor
117/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VI/2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-
Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman
Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun
2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
Nomor 5/PL.02.2-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2019
tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
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Menetapkan

KESATU
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Nomor  45/PL.02.2-Kpt/ 02/3402/KPU-Kab/I11/2020
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi
Pemilihan ~ Umum  Kabupaten Bantul Nomor
S/PL.02.2-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X /2019 tentang
Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
Nomor 327/PL.02.2-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VIII/ 2020
tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun
2020;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bantul Nomor 95/PL.02.2-BA/02/3402/KPU-
Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Perubahan atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
Nomor 327/PL.02.2-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VIII /2020
tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020, tanggal 26
Agustus 2020;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR
327/PL.02.2-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VII[/2020 TENTANG
PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN
2020.

Menetapkan Perubahan pada Diktum KESATU Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor
327/PL.02.2-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VIII /2020 tentang
Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan
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Wakil Bupati Bantul Tahun 2020, sehingga seluruhnya
berbunyi menjadi sebagai berikut:

Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Bantul Tahun 2020 adalah partai politik atau
gabungan partai politik yang memperoleh kursi di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul hasil
Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari
jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bantul hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
atau 20/100 (dua puluh perseratus) dikalikan 45 (empat
puluh lima) kursi, yaitu sejumlah 9 (sembilan) kursi;

atau

b. memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)
dari akumulasi jumlah perolehan suara sah dalam
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 atau 25/100
(dua puluh lima perseratus) dikalikan 597.913 (lima
ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga
belas) suara sah, yaitu sejumlah 149.479 (seratus empat
puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan)

suara sah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,
ttd.
DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya




